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RISIKO LIKUIDITAS

A. Risiko Inhern

Suatu risiko yang dikarenakan bank tidak dapat membayar
kembali kewajiban bank karena dana arus kas dan asset lancer tanpa
mengganggu aktivitas perbankan, hal itu disebut risiko likuiditas. Jika
tiba-tiba menarik dana dari nasabah, llembaga keuangan khususnya
bank harus menyediakan cadangan.

Lembaga keuangan khususnya perbankan bisa dikatakan gagal
apabila tidak bisa mempertahankan likuiditas yang memadai meskipun
lembaga tersebut memiliki kualitas aset yang baik, pendapatannya kuat
serta memiliki modal yang cukup. Dalam risiko likuiditas terdapat dua
aspek yaitu suatu aset sejauh mana bisa diperjual tanpa menimbulkan
kehilangan nilai dibawah kondisi pasar secara signifikan (likuiditas
yang melekat pada aset bank), serta jatuh tempo kewajiban dan aset
bank (transformasi jatuh tempo). Risiko likuiditas yang dialami oleh
lembaga perbankan tidak hanya mempengaruhi dan mengganggu
kinerja perbankan, melainkan juga akan mempengaruhi reputasinya,
bahkan bisa menyebabkan kebangkrutan yang bisa menyebabkan
lembaga tersebut mengalami krisis keuangan.

Akibat dari interaksi antara aset serta liabilitas yang dimiliki oleh
perbankan merupakan salah satu risiko yang dialami bank yaitu risiko
likuiditas. Hal itu bisa terjadi karena hal-hal sebagi berikut:

1. Pada saat bank mempunyai komitmen pembiayaan dengan dana
berjumlah besar, akan tetapi saat realisasinya lembaga tidak
mempunyai dana yang mencukupi.

2. Pada saat adanya penarikan dana tabungan berjumlah besar, dan
bank tidak mempunyai dana yang mencukupi serta sumber
pendanaa yang begitu cepat yang bisa memenuhi kebutuhan

likuiditas.
3. Adanya penyusutan yang besar pada nilai aset yang dimiliki oleh
perbankan syariah, sehingga menyebabkan adanya

ketidakpercayaan dari nasabah sehingga nasabah menarik
tabungannya dari bank.
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Risiko inhern dalam bank syariah yaitu suatu risiko yang tak kan
terlepaskan dalam kegiatan bisnis pada perbankan syariah, yang
memungkinkan mengganggu posisi keuangan perbankan. Dalam Surat
Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP pada 25 Oktober 2011
disebutkan terdapat empat risiko inhern dengan indicator-
indikatornya. Yaitu sebagai berikut:

1. Komposisi aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif
(TRA). Indikatornya adalah:

a. Bagilah asset kekayaan lancar primer dan sekunder dengan

total aset.

b. Asetlancar primer dan sekunder / dana jangka pendek.

c. Aset likuid primer dan sekunder / dana non-inti jangka

pendek.

d. Aset lancar primer dan sekunder / dana jangka pendek non-

inti jangka pendek.

e. Dananon-inti / total dana

f.  Asetlancar bukan inti / total aset produktif-dana aset lancar.

g. Instruksi transaksi rekening administratif.

2. Konsentrasi kekayaan aset dan liabilitas. indeks:

a. Konsentrasi aset.

b. Konsentrasi kewajiban.

3. Kerentanan dalam persyaratan pendanaan. Indikatornya adalah
kerentanan bank terhadap kebutuhan pendanaan dan
kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan
tersebut.

4. Dapatkan sumber pendanaan. Indikator tersebut adalah
kemampuan bank untuk memperoleh sumber pendanaan dalam
situasi normal dan krisis.

B. Prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board
Prinsip-prinsip yang di susun oleh Islamic Financial Service Board
dalam lembaga keuangan khusunya perbankan syariah yang berkaitan
dengan mekanisme dalam operasionalnya adalah pedoman dalam
lembaga keuangan perbankan syariah. Yaitu sebagai berikut:
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Peran direksi. Dewan direksi mempunyai peran yang bertanggung
jawab dalam menetapkan ringkat risiko likuiditas yang akan terjadi
serta kerangka kerja dalam memanajemen risiko likuiditas yang
terjadi dalam bank syariah. sehingga dewan direksi wajib
menetapkan tingkat toleransi risko likuiditas untuk bank Sariah
yang sejajar dengan kemampuanya dalam meminta bantuan dana
yang cukup serta berbasis syariah dalam mengurangi risiko
likuiditas.

Struktur kepemerintahan serta peran manajemen senior. Dalam
manajemen senior bank syariah bertanggung jawab untuk
menetapkan strategi manajemen risiko likuiditas dan kebijakan
yang disetujui. Dengan memastikan bahwa likuiditas telas dikelola
secara efektif teratur dan tepat waktu.

Identifikasi risiko likuiditas. Setiap lembaga perbankan wajib
mengidentifikasi semua sumber risiko yang timbul yang bisa
menyebabkan dan berhubungan dengan risiko likuiditas.
Perbankan syariah harus menggunakan model akad yang mana
profil dari pemegang rekening investasi, pemegang giro, serta
penyedia dana lainnya yang dalam keadaan normal maupun dalam
keadaan pasar stress. Sehingga bank syariah wajib
mempertimbangkan dampak apapun dari transaksi yang telah
dijalani dalam membuat pembayaran keuntungan kepada para
investor, serta memungkinkan akses ke bank syariah asuransi yang
berbasis syariah.

Interaksi risiko likuiditas serta implikasi kontrak pembiayaan
islam. Praktik manajemen risiko likuiditas pada perbankan syariah
harus digabungkan dengan perusahaan besar, yang mana kerangka
kerja  manajemen  risiko  perusahaan  terpadu  akan
memperhitungkan interaksi antara risiko likuiditas dengan risiko
lainnya.didalam kerangka kerja ini membahas dari risiko likuiditas
yang muncul dengan adanya kontrak keuangan syariah.
Pengukuran risiko likuiditas. Lembaga keuangan wajib mengukur
adanya risiko likuiditas ini

42



10.

11.

12.

Pengendalian risiko likuiditas. Perbankan wajib memastikan
bahwa dana dasar diverifikasi yang sejajar dengan sifat serta
ukuran bisnis, produk yang diberikan dan lingkungan pasarnya.
Dalam hal ini diverifikasi harus mengatasi konsentrasi potensial
oleh penyedia dana likuiditas, jenis pendanaan, maturity profile,
mata uang, serta lektak geografis.

Manajemen konsolidasi risiko likuiditas. Apabila suatu bank
syariah adalah bagian dari kelompok keuangan maupun bagian
dari bank konvensional yang mempunyai struktur terpusat dalam
mengelola risiko likuiditas, dewan serta manajemen senior wajib
menyiapkan sebuah strategi, kebijakan, serta prosedur dalam
mempertimbangkan posisi tersebut.

Mempertahankan Likuiditas berkualitas tinggi. Setiap perbankan
wajib menjaga buffer likuiditas dalam menahan sebuah kondisi
stress potensial yang lama. Wajib adanya hokum, peraturan, atau
operasional hambatan minimal terhadap penjaminan aset atau
penjualan dalam menghasilkan pendanaan dalam berbagai situasi
pasar.

Mempersiapkan rencana kontingensi pendanaan. Terlepas dari
sifat serta kompleksitas, perbankan atau lembaga keuangan
lainnya  herus mempunyai  kontingensi  yang  mana
mengilustrasikan rencana aksi serta langkah-langkah dalam
menangani peristiwa stress likuiditas.

Mengelola barang jaminan. Lembaga keuangan syariah harus
mampu mengidentifikasi kebutuhan untuk jaminan yang berbasis
syariah yang mana lebih pada perbedaan waktu, kendala hokum,
dan operasional pada penggunaan obyek jaminan.

Kolaborasi antar bank syariah. benk syariah wajib saling bekerja
sama untuk mengembangkan pengaturan berbasis syariah, solusi,
serta mekanisme perdagangan likuiditas dalam tujuan menejemen
sebab kurangnya pasar antar bank islam berkembang dengan baik
untuk efektif manajemen risiko likuiditas.

Pertemuan pembayaran serta penyelesaian kewajiban sistem.
Apakah dalam IIFS menggunakan jaring ataupun pembayaran dan
penyelesaian dalm sistem Gross, harus bisa mengelola jangka
pendek likuiditas untuk memenuhi kewajiban pembayaran serta

penyelesaian secara tepat.
43



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Risiko likuiditas valuta asing. Setiap bank wajib mempunyai
pengukuran, pemantauan , serta mekanisme likuid control posisi
setiap mata uang. Bank syariah harus memberi batasan pada
eksposur khususnya pada mata uang yang tidak likuid serta
mempunyai konvertibilitas yang rendah.

Pelaporan serta pengungkapan risiko likuiditas. Setiap perbankan
mempunyai simtem informasi yang berintregasi penuh, sejajar
dengan sifat, ukuran, serta kompleksitas operasi yang
menyediakan laporan likuiditas secara tepat wakyu, jelas, serta
akurat pada unit fungsional dan manajemen senior.
Tanggungjawab untuk pengawasan dalam risiko likuiditas serta
posisi. Pengevaluasian secara berkala dan rutin pada posisi
likuiditas secara keseluruhan dan kerangka manajemen risiko
likuiditas harus dibuat oleh setiap perbankan syariah agar bisa
mempertahankan likuiditasn setiap saat.

Kebutuhan peraturan pengawas bank syariah. pengembangan
peraturan serta pedoman pengelolaan risiko likuiditas harus
dilakukan oleh otoritas pengawasan dengan bank syariah.dengan
pertimbangan yang dikhususkan berkaitan dengan pendanaan,
pembiayaan kredit, serta produk investasi, akses pada surat
berharga syariah, serta tahap pada pengembangan pasar keuangan
islam.

Penyediaan bantuan likuiditas sebagai peran pengawas. Otoritas
pengawas mengharuskan meberi kejelasan dalam perannya
sebagai penyedia likuiditas dukungan serta menyelaraskan dam
memperluas kelayakan objek jaminan syariah untuk memberikan
likuiditas.

Pengawasan risiko likuiditas pada konsolidasi. Pada kepngawasan
harus mengevaluasi kerangka kerja pada manajemen risiko
likuiditas serta entitas syariah.

Kompilasi informasi tentang likuiditas. Untuk mengelola serta
mengevaluasi profil risiko likuiditas serta kerangka yang diambil
oleh bank syariah maka otoritas pengawasan harus segera
menyerahkan informasi kuantitatif ataupun kualitatif secara
ontime.
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20.

21.

22.

Lintas sektor pengawasan risiko likuiditas. Supaya dalam bank
syariah mempunyai operasi lintas perbatasan, tuan rumah dan
rumah otoritas pengawas harus bergabung saling berhubungan,
berkomunikasi, serta menyepakati penilaian dari posisi likuiditas
konsolidasi.

Perencanaan kontigensi pengawas untuk bank. Bagian
kepengawasan harus mempunyai rencana dalam mengidentifikasi
serta menangani stress likuiditas pada bank syaariah. Pada
kerangka kerja yang didukung oleh tingkat makro stress testing
oleh otoritas kepengawasan.

Peranan pengawa dalam pembangunan infrastruktur likuiditas.
Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam manajemen
likuiditas ileh bank maka pada bagian kepengawasan wajib
bekerjasama dengan badan-badan sektor lainnya yang relevan.

. Pengendalian Risiko Likuiditas

Dalam pengendalian risiko likuiditas ada beberapa hal yang bisa

dilakukan bank syariah, yaitu sebagai berikut:

1.

Menggunakan skema pendanaan yang bersifat jangka pendek,
contohnya pada akad mudharabah jangka pendek antar bank
syariah melalui kontrak pasar uang, yang disetujui oleh regulator
serta DSN.

Melakukan diversifikasi pada sumber pendanaan yang di berikan
kepada masyarakat guna menghindari ketergantungan pada
investor besar.

Bank syariah harus membuat kebijakan cadangan likuiditas serta
memasukannya palam perhitungan tingkat likuiditas . serta
merencanakan kontingensi yang berkaitan dengan pendanaan .
Melakukan sekuritasi aset yang lama serta disetujui oleh Dewan
pengawas syariah serta DSN yang berbasis pada investasi.

. Contoh Kasus dan Latihan Soal

Risiko likuiditas timbul karena lembaga perbankan tidak mampu

dalam memenuhi kewajibannya pada waktu jatuh temponya. Hal ini
terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penghimpunan dana
dengan pembiayaan yang dilakukannya baik yang berjangka pendek
maupun jangka panjang. Sehingga lembaga harus bisa mengantisipasi
hal tersebut.
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Contoh Kasus

Dalam Bank Mandiri Syariah KCP Antapani Bandung misalkan,

terjadi pada saat sinasabah terus menerus melakukan perpanjangan
masa gadai sampai berbulan-bulan serta emas yang digadaikan ini tak
kunjung ditebus dalam pembiayaan gadai emas risiko likuiditas ini.
Dalam masalah ini apabila dalam rentang waktu yang cukup lama bisa
mengganggu likuiditas bank.

Bank Syariah Mandiri dalam melakukan pencegahan risiko

likuiditas yaitu:

1.

Konfirmasi kepada nasabah melalui telepon, sms, atau whatsapp
pada H-7 sebelum jatuh tempo oleh Staff dan officer gadai akan.

2. Kemudian akan dikonfirmasi dan diberi surat peringatan pada H-3
dan Hari H jatuh tempo kembali melalui telepon.

3. Bank harus menghimpun dana pihak ketiga lebih banyak.

Latihan Soal

1. Apayang dimaksud dengan risiko likuiditas?

2. Sebutdan jelaskan apa saja indikator dalam risiko likuiditas!

3. Jelaskan dua aspek dasar dalam risiko likuiditas!

4. Apasaja kejadian yang bisa menimbulkan risiko likuiditas?

5. Pada risiko likuiditas apabakah bisa menimbulkan pada risiko

lainnya? Sebutkan!
6. Apa saja prinsip yang telah disusun oleh IFSB?
7. Apa saja tidakan yang bisa dilakukan bank syariah dalam

mengendalikan risiko likuiditas?
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